BAB IV

PAPARAN DATA DAN TEMUAN PENELITIAN

A. Paparan Data
1. Gambaran Umum Dinas Sosial Kota Blitar
Dinas Sosial Kota Blitar merupakan unsur pelaksana urusan
pemerintahan di bidang sosial yang menjadi kewenangan daerah.' Dalam
melaksanakan tugas tersebut, Dinas Sosial memiliki sasaran kerja utama
yaitu jumlah penyandang masalah kesejahteraan sosial termasuk gelandangan
dan pengemis yang dibantu dan ditangani. Berikut landasan hukum kebijakan

Dinas Sosial Kota Blitar untuk menanggulangi gelandangan dan pengemis

yaitu:

a. UUD 1945, pada alinea IV, yang berbunyi “Melindungi segenap bangsa
Indonesia dan seluruh rakyat Indonesia dan seluruh tumpah darah
Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan
kehidupan bangsa...”

b. UUD 1945, pasal 27 ayat (2) menyebutkan : “Tiap-tiap warga negara
berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan”

c. UUD 1945, pasal 34 ayat (1), “Fakir miskin dan anak-anak terlantar

dipelihara oleh negara”

! Peraturan Walikota Blitar No. 61 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi Dan
Kewenangan Dinas Sosial Kota Blitar
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d. UU No 11 tahun 2009 tentang kesejahteraan sosial. Pada pasal 30 dalam
UU tersebut disebutkan bahwasanya salah satu wewenang pemerintah
kabupaten/kota dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial diantaranya
menetapkan kebijakan penyelenggaraan kesejahteraan sosial yang bersifat
lokal selaras dengan kebijakan pembangunan nasional dan provinsi di
bidang kesejahteraan sosial. Sedangkan dalam ketentuan umum pasal 1
disebutkan bahwa penyelenggaraan kesejahteraan sosial adalah upaya
yang terarah, terpadu, dan berkelanjutan yang dilakukan pemerintah,
pemerintah daerah, dan masyarakat dalam bentuk pelayanan sosial guna
memenuhi kebutuhan dasar setiap warga Negara, yang meliputi
rehabilitasi sosial, jaminan sosial, pemberdayaan sosial, dan perlindungan
sosial. Sementara itu kedudukan Dinas Sosial adalah sebagai unsur
pelaksana Pemerintah daerah di bidang sosial.

e. Peraturan Daerah No. 01 Tahun 2017 tentang ketentraman dan ketertiban
umum pasal 17 Bab Il yang berisi “Setiap orang, badan dilarang
meminta bantuan atau sumbangan dengan cara dan alasan apapun baik
dilakukan sendiri-sendiri, ataupun bersama-sama dijalan, angkutan
umum, rumah tempat tinggal, kantor dan tempat umum lainnya, tanpa
izin Wali Kota. Oleh karena itu, Dinas Sosial Kota Blitar menghimbau
agar masyarakat ikut serta menegakkan peraturan yang ada, dengan tidak
memberikan uang ke anak jalanan atau gelandangan dan pengemis, demi

terciptanya lingkungan Kota Blitar yang nyaman dan aman, strategi ini



57

dirasa tepat, dengan tetap menegakkan aturan yang ada, masyarakat juga
diharapkan dapat memberikan rasa jera dengan tidak memberikan uang
sepersenpun. Menurut Kepala Dinas Sosial Priyo Istanto, keberadaan
gelandangan dan pengemis memang harus ditertibkan karena berpotensi
mengganggu ketertiban umum. Kegiatan meminta-minta di jalan raya
dinilai bisa mengganggu lalu lintas dan membahayakan pengguna jalan
serta anak jalanan gepeng itu sendiri. Sementara itu, berdasarkan
pengamatan peneliti dilapangan, keberadaan anak jalanan atau
gelandangan dan pengemis masih sering dijumpai di JI. Semeru, JI.
Tanjung, Simpang empat JI. Kawi, JI. Jendral Soedirman, JI. Kenari dan
Lainnya.

Berdasarkan landasan yuridis sebagaimana telah disebutkan di atas,
maka untuk mengurangi jumlah gelandangan dan pengemis yang ada di
Kota Blitar, Dinas Sosial memiliki visi pelaksanaan pendataan dan
pengelolaan data fakir miskin skala kota dan pelaksanaan rehabilitasi
sosial bukan/ tidak termasuk korban penyalahgunaan NAPZA dan orang
dengan Human Immunodeficiency Virus/ Acquired Immuno Deficiency
Syndrome yang tidak memerlukan rehabilitasi sosial pada panti, dan
rehabilitasi sosial anak. Sedangkan misi dari Dinas Sosial yaitu

meningkatkan kemandirian ekonomi yang berorientasi pada industri
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pariwisata dan ekonomi kreatif yang berdaya saing dan berwawasan

lingkungan?

Berikut Susunan Organisasi Dinas Sosial Kota Blitar beserta nama-

nama pegawainya:*

1) Kepala Dinas : Drs. EC. Priyo Istanto
2) Sekertaris : Sigit Pramusanto. SE., MM.
a. Kasub Bagian Program dan Kepegawaian : Sri Wahyuni A.Md.
» Pengadministrasi Kepegawaian : Sarwono
b. Kasub Bagian Umum, Keuangan dan Penatausahaan Barang : Umi
Islamiah
3) Bendahara : Nesti Sari Sejati
a. Pengadministrasi Umum : Agung Cahyono
b. Pengelola Keuangan : Kiki Eka Vedian Massantos
c. Pramu bakti : Dedi Yulianto
4) Kabid Rehabilitasi dan Pelayanan Sosial : Sulaksono. S. Sos
a. Kepala Seksi Pelayanan, Rehabilitasi Sosial Penyandang Disabilitas dan
Tuna Sosial : Rumini S.Pd.
» Pengadministrasi Rehabilitasi Sosial Penyandang Cacat : Anik

Musriatin A.Ma.

2 Data dari Dinas Sosial Kota Blitar
% http://dinsos.blitarkota.qgo.id/id/profil/Daftar%20Pegawai



http://dinsos.blitarkota.go.id/id/profil/Daftar%20Pegawai
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» Pengadministrasian Umum 1 : Isya Masyudha
» Pengadministrasian Umum 2 : Tinton Prawasa Yudha S.

b. Kepala Seksi Pelayanan, Rehabilitasi Sosial Anak, Remaja dan Lanjut
Usia : Widi Astutik. S.ST
» Pengadministrasian Umum : Asngari

5) Kepala bidang Pemberdayaan Sosial : Nurwaini SE.

a. Kepala Seksi Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial,
Kepahlawanan dan Keperintisan : Soegijono S.Sos.
» Analis Program Pemberdayaan Masyarakat Dalam Penanganan

Sosial : Anik Rahayu. S.Sos.

b. Seksi Pemberdayaan Fakir Miskin : Sumiati A. Ks.

» Pengadministrasian Umum : Muhamad Jaenal Mustofa
6) Kepala Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial : Suskandiati. S.E., M.M.

a. Kepala Seksi Perlindungan Sosial dan Korban Bencana : Propy Ida
Kristiani A. Ks.
» Analis Pengurangan Resiko Bencana : Siswati. S.Pd

b. Kepala Seksi Jaminan Sosial dan Sumbangan Sosial : Anang Setuawan
S.Sos.
» Pengelolaan Data Bantuan Sosial : Muhamad Chamim Efendi

A.Md

» Pengadministrasi Umum : Doni Eko Cahyono
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2. Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Sosial Kota Blitar*

Sesuai dengan Peraturan Walikota Blitar Nomor 61 tahun 2016
tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja
Dinas Sosial, Dinas Sosial Kota Blitar memiliki tugas pokok yaitu membantu
walikota melaksanakan urusan pemerintahan daerah di bidang sosial yang
menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan. Untuk melaksanakan
tugas tersebut, maka Dinas Sosial memiliki fungsi yaitu :

a. Perumusan kebijakan di bidang sosial berdasarkan peraturan perundang-
undangan;

b. Pengkoordinasian penyelenggaraan urusan pemerintahan di bidang sosial;

c. Penyelenggaraan urusan administrasi bidang sosial serta pelayanan umum
di bidang sosial;

d. Pembinaan dan pengendalian pelaksanaan tugas di bidang sosial;

e. Penyelenggaraan dan pengelolaan administrasi dan urusan rumah tangga
Dinas;

f. Pelaksanaan pengendalian, pengawasan, dan pembinaan di bidang
administrasi kepegawaian, kearsipan, ketetatalaksanaan, ketatausahaan,
pengelolaan anggaran, perlengkapan, kehumasan dan pelaksanaan tugas
dinas;

g. Penyelenggaraan keamanan, kebersihan, dan kenyamanan bekerja di

lingkungan kantor;

* Data Dari Dinas Sosial Kota Blitar
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Penyelenggaraan Standar Pelayanan Minimal (SPM) bidang sosial sesuai
dengan kewenangan Daerah;

Penyusunan dan pelaksanaan Standar Pelayanan Publik (SPP) dan
Standar Operasional Prosedur (SOP);

Pelaksanaan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP)

Pelaksanaan pengukuran Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) dan/atau
pelaksanaan pengumpulan pendapat pelanggan secara periodic yang
bertujuan untuk memperbaiki kualitas pelayanan;

Pengelolaan pengaduan masyarakat di bidang sosial;

. Penyampaian data hasil pembangunan dan informasi lainnya terkait
layanan bidang sosial secara berkala melalui sub domain website
Pemerintah Daerah;

Pelaksanaan koordinasi, monitoring, evaluasi dan laporan pelaksanaan
tugas bidang sosial; dan

Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Walikota sesuai
dengan bidang tugasnya.

Demi mencapai hasil yang maksimal dalam menjalankan sasaran
kerja utama Dinas Sosial Kota maka dibagilah menjadi beberapa bidang,
berikut tugas-tugas kepegawaian Dinas Sosial yaitu :

1) Kepala Dinas
Kepala Dinas mempunyai tugas menyelenggarakan,

memimpin, mengkoordinasikan, membina dan mengendalikan
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penyelenggaraan tugas dan fungsi Dinas sebagaimana dimaksud dalam
Peraturan Walikota Blitar Tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi dan
Kewenangan dalam Pasal 3 dan 4, berdasarkan peraturan perundang-
undangan dan kebijakan Walikota.
2) Sekretaris
Sekretaris mempunyai tugas membantu Kepala Dinas dalam
menyelenggarakan pelayanan administrasi perencanaan,
pengkoordinasian program kerja, pengelolaan administrasi umum,
rumah tangga, administrasi kepegawaian, kearsipan dan administrasi
keuangan dilingkungan dinas. Untuk melaksanakan tugas tersebut,
maka sekretaris memiliki fungsi yaitu:
a. Pengkoordinasian perumusan kebijakan teknis berdasarkan
peraturan perundang-undangan dan kebijakan Kepala Dinas;
b. Pengkoordinasian dan penyiapan bahan penyusunan perencanaan
dan program kerja masing-masing bidang secara terpadu;
c. Pengkoordinasian dan fasilitasi kelancaran pelaksanaan tugas dan
fungsi-fungsi bidang-bidang dilingkungan Dinas;
d. Perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis dan penyusunan
program/ kegiatan Sekretariat;
e. Pengkoordinasian dan penyusunan Rencana Strategis (Renstra),
Rencana Kerja (Renja), dan Rencana Kinerja Tahunan (RKT);

f. Dl
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3) Sub Bagian Program dan Kepegawaian

a.

g.

Mengumpulkan dan menganalisa data sebagai bahan perumusan
kebijakan operasional di bidang program dan kepegawaian;
Melaksanakan pengkoordinasian penyusunan rencana program dan
kegiatan masing-masing unit dilingkungan Dinas;

Menyusun, melaksanakan rencana program dan/atau kegiatan;
Melakukan kegiatan pelayanan kegiatan program dan kepegawaian
dilingkungan Dinas;

Melaksanakan penyusunan Rencana Strategis, Rencana Kerja dan
Rencana Kinerja Tahunan Dinas;

Melaksanakan penyusunan dokumen perencanaan dan pelaporan
Kinerja Dinas;

dll.

4) Sub Bagian Umum, Keuangan dan Penatausahaan Barang

a.

menyiapkan dan menganalisa data sebagai bahan perumusan
kebijakan operasional di bidang administrasi umum, keuangan dan
penatausahaan barang;

mengumpulkan dan menganalisa data sebagai bahan koordinasi
dan pembinaan administrasi umum, keuangan dan penatausahaan
barang;

menyusun dan melaksanakan rencana program dan/atau kegiatan

Sub Bagian Umum, Keuangan dan Penatausahaan Barang ;
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d. menyelenggarakan kegiatan  pelayanan administrasi umum,
penatausahaan barang dan administrasi pengelolaan keuangan serta
pertanggungjawaban keuangan;

e. melakukan penatausahaan keuangan Dinas dan pengelolaan urusan
gaji pegawai Dinas, serta verifikasi surat pertanggungjawaban
(SPJ);

f. penyiapan usulan pejabat pengelola keuangan di lingkup Dinas;

g. dll.

5) Bidang Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial

a. Perumusan kebijakan teknis di bidang pelayanan dan rehabilitasi
sosial berdasarkan peraturan perundang-undangan dan kebijakan
Kepala Dinas ;

b. Penyusunan program / Kkegiatan di bidang pelayanan dan
rehabilitasi sosial;

c. Penyusunan dan pelaksanaan norma, standar, prosedur, dan
kriteria di bidang rehabilitasi sosial;

d. Pengkoordinasian dan penyelenggaraan pelayanan bidang
pelayanan dan rehabilitasi sosial,

e. Pelaksanaan pengawasan dan pembinaan badan/organisasi sosial
negeri / swasta serta usaha masyarakat di bidang pelayanan dan

rehabilitasi sosial;
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f. Pelaksanaan pemberian fasilitasi dan dukungan aktivitas pelayanan
dan rehabilitasi sosial;

g. Pelaksanaan rehabilitasi sosial dan pelayanan sosial bagi
penyandang disabilitas, balita/anak, anak nakal, anak terlantar,
anak bermasalah sosial, remaja, korban narkoba, tuna sosial, lansia
di luar panti dan/atau lembaga serta advokasi permasalahan sosial;

h. Pelaksanaan pembinaan lanjut bagi penyandang disabilitas, anak
nakal, anak bermasalah sosial, remaja, korban narkoba, tuna sosial
,korban narkoba, advokasi permasalahan sosial serta tuna susila;

i. Pelaksanaan pembinaan, koordinasi dan pengelolaan di bidang
pelayanan dan rehabilitasi sosial ;

J. Pemberian fasilitasi dan dukungan aktivitas pelayanan dan
rehabilitasi sosial ;

k. DIL.

6) Seksi Pelayanan, Rehabilitasi Sosial Penyandang Disabilitas dan

Tuna Sosial

a. Menyiapkan bahan pembinaan dan rehabilitasi sosial Penyandang
Disabilitas dan Tuna Sosial;

b. Menyusun rencana dan melaksanakan kegiatan pembinaan dan
rehabilitasi sosial penyandang disabilitas ( disabilitas tubuh,
disabilitas netra,disabilitas rungu wicara, disabilitas mental, dan

disabilitas bekas penderita penyakit ) dan Tuna Sosial (
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gelandangan, gelandangan psikotik, pengemis,bekas narapidana,
pengidap HIV/AIDS, tuna susila dan PMKS lainnya );
Melaksanakan kegiatan rehabilitasi dan bimbingan sosial kepada
penyandang disabilitas , tuna sosial;

Menyiapkan bahan koordinasi dan kerjasama dengan unit kerja
terkait dan badan sosial negeri / swasta ( UPT Pelayanan Sosial /
Pondok / Yayasan / Lainnya ) yang menangani rehabilitasi
penyandang disabilitas, tuna sosial;

Melaksanakan koordinasi dengan instansi terkait dalam rangka
pelaksanaan kegiatan rehabilitasi sosial penyandang disabilitas |,
tuna sosial,

menyiapkan bahan dalam rangka pelaksanaan pembinaan lanjut
bagi penyandang disabilitas, tuna sosial dan penyaluran kembali ke
masyarakat;

Melaksanakan kebijakan, pemberian bimbingan teknis, serta
supervisi, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan rehabilitasi sosial
penyandang disabilitas fisik, sensorik, mental, intelektual;
Melaksanakan kebijakan, pemberian  bimbingan teknis, serta
supervisi, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan rehabilitasi sosial
gelandangan, pengemis, bekas warga binaan lembaga

pemasyarakatan, serta korban perdagangan orang dan korban
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tindak kekerasan di luar panti dan/atau lembaga, eks tuna susila di
luar panti dan/atau lembaga;

i. Mengelola data pelayanan sosial orang dengan HIV/AIDS
(ODHA) untuk dikordinasikan dan dilaporkan kepada pemerintah
daerah provinsi;

J.  Mengelola data pelayanan sosial korban penyalahgunaan NAPZA
untuk dikordinasikan dan dilaporkan kepada pemerintah daerah
provinsi;

k. Melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan kegiatan
rehabilitasi sosial penyandang disabilitas dan tuna sosial;

I.  Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang
Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial;

7) Seksi Pelayanan, Rehabilitasi Sosial Anak, Remaja dan Lanjut Usia

a. Menyiapkan pendataan dan bahan pembinaan dan rehabilitasi
sosial anak, remaja, dan lanjut usia;

b. Menyusun rencana dan melaksanakan kegiatan pembinaan dan
rehabilitasi sosial anak dan remaja bermasalah ( anak jalanan,
anak nakal, anak/balita terlantar, anak yang mengalami hambatan
fungsi sosialnya, korban penyalahgunaan napza ) serta lanjut usia
(‘lansia terlantar, lansia tidak potensial );

c. Menyiapkan bahan koordinasi dan kerjasama dengan unit kerja

terkait dan badan sosial negeri / swasta ( UPT Pelayanan Sosial /
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Pondok / Yayasan/ Lainnya ) yang menangani rehabilitasi sosial
anak, remaja, dan lansia bermasalah sosial;

d. Melaksanakan koordinasi dengan instansi terkait ( badan/lembaga
negeri/swasta, UPT Pelayanan Sosial /Pondok/ Yayasan/ Lainnya
dalam rangka pelaksanaan kegiatan rehabilitasi sosial anak, remaja,
dan lansia bermasalah sosial;

e. Menyiapkan bahan dalam rangka pelaksanaan pembinaan lanjut
bagi anak, remaja, dan lansia bermasalah sosial ;

f. Melaksanakan ~ pedoman identifikasi, analisa,  bantuan
pendampingan, dan rujukan bagi anak, anak berhadapan dengan
hukum (ABH), remaja, wanita, lanjut usia dan keluarga korban
tindak kekerasan, pekerja migran bermasalah sosial, orang
terlantar, proses/rekomendasi Adopsi anak, dan pemulangan orang
terlantar;

g. Melaksanakan kegiatan rehabilitasi dan bimbingan sosial kepada
anak, remaja, dan lansia yang bermasalah sosial;

8) Bidang Pemberdayaan Sosial

a. Menyiapkan serta mengumpulkan data penyusunan kegiatan
pemberdayaan sosial;

b. Menyusun rencana kegiatan Bidang Pemberdayaan Sosial,

c. Merumuskan kebijakan teknis penyelenggaraan pemberdayaan

sosial;
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d. Melaksanakan kebijakan teknis, fasilitasi, koordinasi, serta
pemantauan dan evaluasi pemberdayaan sosial perorangan,
keluarga, dan kelembagaan masyarakat;

e. Melaksanakan pengendalian dan pelaksanaan norma, standar,
pedoman, dan petunjuk operasional di bidang pemberdayaan
sosial dan penanganan fakir miskin;

f. Pelaksanaan kebijakan teknis, fasilitasi, koordinasi, serta
pemantauan  dan evaluasi pemberdayaan sosial perorangan,
keluarga, dan kelembagaan masyarakat;

9) Seksi  Pemberdayaan = Kelembagaan  Kesejahteraan  Sosial,

Kepahlawanan dan Keperintisan

a. Merencanakan kegiatan Seksi Pemberdayaan Kelembagaan
Kesejahteraan Sosial, Kepahlawanan dan Keperintisan sebagai
pedoman dalam pelaksanaan tugas;

b. Melaksanakan pengurusan rekomendasi perizinan operasional
organisasi sosial/yayasan/LKSA ;

c. Mengembangkan dan penataan kelembagaan meliputi Karang
Taruna, TKSK, LK3, LKSA, Pekerja Sosial Masyarakat,
Organisasi Sosial/LSM, Wahana Kesejahteraan Sosial Berbasis

Masyarakat agar tertata dengan baik;
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d. Penguatan Peran Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga
(LK3) melalui sosialisasi kelembagaan dan penanganan masalah
melalui bimbingan konseling;

e. Pemberdayaan Karang Taruna, PSM, TKSK dan WKSBM melalui
penguatan peran dan fungsinya dalam penanganan masalah social;

f. Mengembangkan jejaring / kerjasama pelaku — pelaku
kesejahteraan sosial atau kelembagaan social (Karang Taruna,
TKSK, LK3, LKSA, PSM, WKSBM, PKH, Sakti Peksos, Tagana,
Pertuni, PWRI, LVRI, Pepabri dan Gerontologi);

10) Seksi Pemberdayaan Fakir Miskin

a. Merencanakan kegiatan Seksi Pemberdayaan Fakir Miskin sebagai
pedoman dalam pelaksanaan tugas ;

b.Perumusan  kebijakan  teknis  kegiatan/program  bidang
pemberdayaan fakir miskin;

c. Menyiapkan bahan pengendalian dan pelaksanaan norma, standar,
pedoman, dan petunjuk operasional di bidang pemberdayaan fakir
miskin;

d.Pelaksanaan  verifikasi dan validasi fakir miskin cakupan
kabupaten/kota;

e. Menyiapkan bahan pelaksanaan kegiatan pemberdayaan fakir
miskin;

f. Melaksanakan usaha kesejahteraan sosial bagi fakir miskin;
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g. Melaksanakan pembinaan terhadap dunia usaha dalam coorporate
social responsibility (CSR) sebagai tanggung jawab sosial
perusahaan yang menitikberatkan pada keseimbangan terhadap
aspek ekonomi, sosial dan lingkungannya,;

11) Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial

a. Pelaksanaan kebijakan teknis penyelenggaraan bantuan, dan
perlindungan kesejahteraan sosial bagi korban bencana, PMKS,
keluarga dan pekerja migran terlantar bermasalah sosial, orang
telantar, serta rekomendasi perijinan dan pengelolaan sumber
dana sosial oleh masyarakat serta jaminan sosial;

b. Penyusunan pedoman penyelenggaraan bantuan dan perlindungan
kesejahteraan sosial bagi korban bencana, PMKS, keluarga dan
pekerja migran terlantar bermasalah sosial, serta rekomendasi
perijinan dan pengelolaan sumber dana sosial oleh masyarakat
serta jaminan sosial;

c. Pemberian bimbingan teknis penyelenggaraan bantuan dan
perlindungan kesejahteraan sosial bagi korban bencana, PMKS,
keluarga dan pekerja migran terlantar bermasalah sosial, serta
rekomendasi perijinan dan pengelolaan sumber dana sosial oleh
masyarakat serta jaminan sosial,

d. Pelaksanaan koordinasi teknis penyelenggaraan bantuan dan

perlindungan kesejahteraan sosial bagi korban bencana, PMKS,
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keluarga dan pekerja migran terlantar bermasalah sosial, serta
rekomendasi perijinan dan pengelolaan sumber dana sosial oleh
masyarakat serta jaminan sosial,

e. Pengawasan pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan
penyelenggaraan bantuan dan perlindungan kesejahteraan sosial
bagi korban bencana, PMKS, keluarga dan pekerja migran
terlantar bermasalah sosial, serta rekomendasi perijinan dan
pengelolaan sumber dana sosial oleh masyarakat serta jaminan
sosial.

12) Seksi Perlindungan Sosial dan Korban Bencana

a. Melaksanakan koordinasi dengan instansi terkait dalam kegiatan
teknis perlindungan sosial, bantuan sosial dan korban bencana
alam dan sosial;

b. Menyiapkan bahan penyusunan pedoman kesiapsiagaan, mitigasi,
tanggap darurat, bantuan dan rehabilitasi sosial bagi korban
bencana alam dan bencana sosial ;

c. Mengidentifikasi korban bencana alam dan sosial;

d. Menyiapkan bahan penyusunan pedoman perlindungan sosial bagi
warga miskin, perlindungan sosial keluarga rentan, pekerja migran

terlantar,dan keluarga ex warga Timor Timur;
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e. Melaksanakan  kerjasama jaringan lintas sektor dalam
penanggulangan bencana alam dan sosial, penanganan pekerja
migran terlantar dan keluarga ex Timor Timur;

f. Melaksanakan kegiatan perlindungan sosial bagi warga miskin
perlindungan sosial keluarga rentan, pekerja migran terlantar dan
keluarga ex warga Timor Timur;

13) Seksi Jaminan Sosial dan Sumbangan Sosial

a. Menyiapkan bahan penyusunan pedoman pembinaan, perijinan,
pemantauan, terhadap penyimpangan pengumpulan/pengelolahan
sumbangan dana sosial, serta pembinaan dan pengembangan
jaminan kesejahteraan sosial ;

b. Melaksanakan kegiatan pembinaan, perijinan, pemantauan,
penyelidikan ~ dan  penyidikan  terhadap  penyimpangan
pengumpulan/pengelolahan sumber dana sosial, serta pembinaan
dan pengembangan jaminan kesejahteraan sosial ;

c. Memberikan bimbingan teknis pembinaan, perijinan, pemantauan,
penyelidikan ~ dan  penyidikan  terhadap  penyimpangan
pengumpulan/pengelolahan sumbar dana sosial, serta pembinaan
dan pengembangan jaminan kesejahteraan sosial ;

d.Mengawasi  pelaksanaan kegiatan pembinaan,  perijinan,

pemantauan, penyelidikan dan penyidikan terhadap penyimpangan
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pengumpulan/pengelolahan  sumbangan dana sosial, serta
pembinaan dan pengembangan jaminan kesejahteraan sosial ;

e. Melaksanakan kebijakan, pemberian bimbingan teknis serta
supervisi, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan seleksi, verifikasi,
validasi, terminasi, dan kemitraan jaminan sosial keluarga;

f. Pelaksanaan kebijakan, pemberian bimbingan teknis, serta
supervisi, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan penyaluran
bantuan dan pendampingan jaminan sosial keluarga;

B. Temuan Penelitian

Dari paparan diatas, yang didapat dari wawancara, observasi dan dokumentasi,

peneliti menemukan bahwa :

1. Penanggulangan gelandangan dan pengemis oleh Dinas Sosial.
Dalam melaksanakan tugasnya Dinas Sosial menanggulangi gelandangan dan
pengemis yang menyebar di berbagai tempat Kota Blitar, yaitu dengan
melakukannya razia sesuai dengan keadaan lapangan. Jika perlu dilakukan
seminggu sekali maka akan dilaksanakan seminggu sekali, lebih sering
dilaksanakannya razia satu bulan satu kali. Yang melakukan razia tidak hanya
Satpol PP, terkadang juga dibantu dengan Dinas Sosial, Dinas Kesehatan,
Kepolisian, TKSK. Selain dilakukannya razia, Dinas Sosial juga melakukan
pembinaan terhadap gelandangan dan pengemis. Selain itu dilakukan
pelatihan, pelatihan ini guna untuk memberi bekal keterampilan sehingga

timbul sebuah kesadaran untuk mengubah hidup dari menggelandang kearah
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hidup normal, agar mampu bekerja dan mempunyai penghasilan dan tidak
menggelandang kembali.

Kendala Dinas Sosial dalam  mengantisipasi dan  mencegah
gelandangan dan pengemis

Gelandangan dan pengemis masih sering ditemukan berkeliaran, di jalan,
perempatan lampu merah, depan toko dan di tempat-tempat lainnya.
Gelandangan dan pengemis tersebut tidak semua berasal dari Blitar,
mayoritas berasal dari luar kota. Setiap mereka terjerat razia Satpol PP
mereka tidak pernah merasa jera. Pasalnya, mereka hanya diberi hukuman
berupa menulis surat pernyataan dan setelah itu dipulangkan (jika mereka
mempunyai keluarga), jika tidak mempunyai keluarga mereka akan
ditampung sementara di Dinas Sosial, panti sosial, selter. Meskipun begitu
ruangannya tidak luas, hanya menampung beberapa orang saja, jika tidak
cukup maka akan ditempatkan selter luar wilayah, mereka tidak hanya
ditampung, tapi dibina juga diberi pelatihan. Selain itu juga belum adanya
kesadaran masyarakat yang memberi uang atau barang atau jenis lainnya
kepada gelandangan dan pengemis, karena mereka terus membludak karena
sudah menggantungkan nasibnya kepada masyarakat yang selalu memberi

uang/barang.
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3. Penanggulangan Gelandangan dan Pengemis oleh Dinas Sosial dalam
Perspektif Figih Siyasah.

Dinas sosial mempunyai tugas dan kewajiban untuk menegakkan yang
hak dan yang bathil, serta istigamah dalam melaksanakan segala perintah
Allah dan menjadikan Kota Blitar bersih dari masalah-masalah sosial terutama
masalah gelandangan dan pengemis. Sebagaimana dengan kenyataannya,
pemerintah Kota Blitar mempunyai kebijakan dalam menata dan membina
gelandangan dan pengemis tetapi terdapat berbagai hambatan pada
pelaksanaannya, diantaranya adalah ketidakmampuan gelandangan dan
pengemis untuk mentaati Peraturan Daerah Kota Blitar nomor 1 tahun 2017
tentang ketentraman dan ketertiban umum pasal 1 ayat 27. Disisi lain
berdasarkan perda tersebut pihak pemerintah juga tidak melaksanakan
kewajibannya dalam menertibkan dan membinaan terhadap gelandangan dan
pengemis. Islam telah meletakkan seperangkat tata nilai etika yang dapat
dijadikan sebagai pedoman dasar bagi pengaturan tingkah laku manusia dalam
kehidupan dan pergaulan dengan sesamanya. Prinsip tersebut adalah prinsip
tauhid, Sunnatullah dan persamaan sesama manusia. Pedoman dasar tersebut
menjadi pijakan bagi perumusan prinsip-prinsip Negara Islam dalam
melayani, melindungi dan mengayomi masyarakat, yaitu prinsip
persaudaraan, persamaan dan kebebasan. Ketiga prinsip inilah yang menjadi

landasan bagi pengelolaan pemerintah Islam pada masa-masa awal.



